BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1745, 2019

KEMENKEU. OTK. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 /PMK.01/2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 217/PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mengatur organisasi dan tata kerja
Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan;

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja
organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan,
perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada
beberapa unit Eselon II di lingkungan Sekretariat
Jenderal,

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

melalui surat Nomor: B/1004/M.KT.01/2019 tanggal 17
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Mengingat

Menetapkan

Oktober 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 217/PMK.01/2018 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 641), diubah sebagai berikut:
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Ketentuan huruf b Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana strategis atau
jangka menengah dan rencana tahunan atau jangka
pendek Kementerian Keuangan;

b. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana
lintas kementerian dan pelaporan kinerja Pinjaman
Luar Negeri dan Hibah;

c. pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko
Kementerian Keuangan;

d. penyiapan bahan dan penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan,;

e. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan
Kementerian Keuangan;

f.  pelaksanaan akuntansi anggaran kementerian serta
pelaporan keuangan Kementerian Keuangan; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Biro Perencanaan dan Keuangan.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 14
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan rencana jangka menengah,
jangka pendek, dan strategis Kementerian Keuangan,
penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas
kementerian, pengelolaan manajemen kinerja dan
manajemen risiko Biro Perencanaan dan Keuangan, dan

pelaporan dan analisis Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.
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Ketentuan huruf ¢ dan huruf d Pasal 15 diubah sehingga

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan

fungsi:

a. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana
strategis atau jangka menengah, dan rencana
tahunan atau jangka pendek di lingkungan
Kementerian Keuangan;

b. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana
lintas kementerian;

c. pengelolaan manajemen kinerja dan manajemen
risiko Biro Perencanaan dan Keuangan; dan

d. pelaporan dan analisis Pinjaman Luar Negeri dan

Hibah.

Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Subbagian Perencanaan | mempunyai tugas
melakukan penelaahan, penyusunan, dan
penyerasian  rencana  strategis atau jangka
menengah, dan rencana tahunan atau jangka
pendek pada unit Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan Lembaga
National Single Window.

(2) Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas
melakukan penelaahan, penyusunan, dan
penyerasian rencana  strategis atau  jangka
menengah, dan rencana tahunan atau jangka
pendek pada unit Direktorat Jenderal Anggaran,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat



(3)

(4)

2019, No.1745

Jenderal Kekayaan Negara.

Subbagian Perencanaan III mempunyai tugas
melakukan penelaahan, penyusunan, dan
penyerasian rencana  strategis atau  jangka
menengah, dan rencana tahunan atau jangka
pendek pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Perencanaan IV mempunyai tugas
melakukan penelaahan, penyusunan, dan
penyerasian rencana lintas kementerian, manajemen
kinerja dan risiko Biro, serta pelaporan Pinjaman
Luar Negeri dan Hibah lingkup Kementerian

Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 21

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko I
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data,
analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan
kinerja dan risiko organisasi yang meliputi tahapan
perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi,
konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan
Pengelolaan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan
Lembaga National Single Window, sesuai penugasan
yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko II
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data,
analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan
kinerja dan risiko organisasi yang meliputi tahapan
perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi,
konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal



